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DENGAN RATIMITT TUHAN YAIiIG MAHA ESA

EUPATI KATINGAN,

batrwa sebagai pelaksasaal ketcntuag dalam Pasal 3O Peratgrap
pa"r*r, xabupaten Katingan Nomor 7 Tatrun 2015 tentang

rer*rU"fr"r, f&ua Atas Perattrran Daerah l(abupaten 5a,il1g,t
tri[omor 5 Ta]run 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirras

Daerah Kabupaten Katittg"o, aSar lebih berdayaguna- dan

hrhasil gr:na, perlu aitetapt<arr Peratr.rrarr Bupati lta{1gan

tentang t\rg"* Pokok, nlnssi dan Uraian T'gas Dinas

Fendidikan KabuPaten l{atingan;

ba.trwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
p"a" huruf a- diatas, perlu meretapkan Peratrrrafl Bupati
irf*ti.rg"* tentang TugA; foaog Fqngsi dan Umian Tugas Dinas

Pendidikan Ifubupaten Katingaru

Undarrg-UndangNomorSTalrunLgr4tentarrgryryk-Pg!:k
ilG;;;i." (#mbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1974

Womor 55, Tambatran lcmUaran Negara Republik Igdonesia

Nomor gO4U seLgaimana. telaS diubah dengan Unda,g-Undang
f.lomor 48 Ta]run {ggg tentang Ferubahan Atas Undang-Undang

Edonror 8 Tahun tg74 tentang Fokok-hkok Kepegawaian

(r"emtaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

tarrUafran I"dbaran i*f*Sa* Republik tndonesia Nomor S9O,;

undang-undang Nomor 5 Tahr.rn 2ao2 kntang Pembentukan

x**plt=, Xatii*an, I(abupaten Senryan, I(abupaten Sulam=a'
n(abufuten l,arrrln a".r, Kabupaten Gunu*g Mas, Ikbupaten
P,rl"rrj,g Pisau, X*U.rp*i"t Murung Raya dan ltubupaten Barito

Timur di Provinsi Iklimantan ?engah fl'embaran Negara

n"p*uru Indonesia Tahun 2w2 Nomor 18, Tambatran Lembaran

ffegara Reprrblik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nornor 17 2OO3 tentang Keqgngan

N"S*J{I**b*[, Negam Rep-ublik Indoneeia Tahun 2OO3 Nornor

+ZI tairUaUan lem&ran neg"r" Republik Indonesia Nosror

+286h

Undang,UndangNomorlTahunzo0ts-tentarrgPerbegd{3raan
W"Srrfg**b61[, Negara Republik Indonesia Tatxrn 2m4 Nomor

E, Tarrbatla,, 6mbarin Negara Repr.lblik Indonesia Nnuror a3551;

a,

4.



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangat *ttt#r. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

'iambahan Leribaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Penlndang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun }ALL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
IVegaralt embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
6, fambahan fumbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a941;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zav
Nomor 2'44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 9 Tahun Zb t S tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 15afl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor tOO Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daiam Jabatan Struktural
tLemUaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L97,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
t3 Ghun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor l"0O tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AAZ Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41941;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraal Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian

Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7a\;



1-5. Peraturan Presiden Nomot 87 Tahun 2AL4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun zOLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 199);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pembagian urusan Pemerintah yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Katingln Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organsasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun ZO1S Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 24);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2ALO tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLS Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menerapkan : pERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN

FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan'

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
t*t y*t daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
derigan prinsif otonomi seluas-luasnya dal1m sistem dan prinsif
Neglra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dai-am Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelen ggata Pemerintah Daerah'

4. Perangkat Daerah adalah organisasillembaga pada P9rye1ntah
Daeraf,, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

5. Bupati adalah BuPati Katingan.



6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan.

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Katingan.

g. Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diarigkat slbagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh

pejaiat pe*bina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pernerintah aitingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

10. Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak
*"*"ordog PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsi t<Jafrmn dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.

11. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak
***eotung PNS datam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

12. Nama-nanla jabatan fungsional umum adalah sebutan yang
menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon IV.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disfigkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan
pemeitntah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

iremerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan'

3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Pengembangan standar Nasional Pendidikan,
membalrahkan :

1). Seksi Pengembangan Data;

2). Seksi Pengembangan Standar Mutu;

3). Seksi Pengembangan Standar Akses.



4.

5.

b. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan :

1). Seksi Pendidikan Penyetaraan;

2). Seksi Pendictikan Masyarakat dan Gender;

3). Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :

1). Seksi Sekolah Dasar;

2). Seksi Sekolah Menengah Pertama.

d. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa, membawahkan:

1). Seksi Sekolah Menengah Atas-Luar Biasa;

2). Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :

1). Seksi sarana dan Prasarana Pendidikan Anak usia Dini;

2). Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

3). Seksi sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah-LB.

Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Katingan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan ;

b. pembinaan Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-kanak;

c. Pembinaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa;

d. Pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal;

e. Pembinaan Pengembangan standar Nasional Pendidikan;

f. Pembinaan, koordinasi, perencanaan, pengawasan'
pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
penyelenggaraan Pendidikan ;

g. Penyelenggaraan urusarl sekretariat Dinas.



Pasal 5

Untuk meiaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,

Dinas Pendidikan mempunyai kewenangall sebagai berikut :

a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten

Katingan sesuai d*ng*r, kebijakan nasional dan provinsi;

b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini,
pendidikan daiar, pendidikan menengah dan pendidikan. non

formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan

nasional;

c. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di
tingkat KabuPaten Katingan;

d. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
p"rrliaitan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non
formal;

e. Pemberian rjin pendirian serta pencabutan tjin satuan
pendidikan dasar d*n *.rrengah berbasis keunggulan lokal;

f. Penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan berbasis
keuhge,lan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;

g. Pemberian rjin pendirian serta pencabutan tjit _ satuan
pendidikan 

- dasar, satuan pendidikan menengah dan
satuanl penyelenggara pendidikan non formal;

h. Penyelen ffiaraarl atau pengelolaan pendidikan berbasis

keunggut"n tokr.t pada pendidikan dasar dan menengah;

i. Pemberian dukungan $umber daya terhadap penyelenggaraan
perguruan tinggi

j. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar
bertaraf nasional dan internasional;

k. Peremajaan data dan system informasi manajemen pendidikan
nasional untuk tingkat Kabupaten Katingan;

l. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak
usia d.ini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan non formal sesuai kewenangannya;

m. Pembiayaan penjaminan mutu $atuan pendidikan sesuai

kewenangafinya;

n. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat
satuan pendidikan dasar;

o. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;

p. Sosialisasi dan Implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan dasar;

q. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan
pendidikan pada anak usia dini dan pendidikan dasar;

r. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan
pada pendidikan dasar;



Pengawasan terhadap pemenuhan terhadap standar nasional

sarJna dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidlikan menengah, dan pendidikan non formal;

Pengawasan pendayagUnaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan;

Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia
dinil pendidii<r"n-dr,*u.r, pendidikan menengah dan pendidikan
non formal;

v. Perencanaan kebutuhan
pendidikan anak usia

pendidik dan tenaga kePendidikan
dini, pendidikan dasar, Pendidikan

w.

x.

v.

menengah dan pendidika-n non formal sesuai kewenangannya;

Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga

kepJndidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal sesuai
kewenangannya;

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di
Kabupaten Katingan;

Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan
pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia
dirri, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
non formal;

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
penaidit an menengah dan pendidikan non formal;

Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan non formal karena alasan
pelanggaran peraturan perundang-undangan;

Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan non formal;

Koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah skala kabuPaten katingan;

Penyediaan biaya penyelenggaraan dian sekolah skala
kabupaten katingan;
pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan 

- 
menengah dan pendidikan non formal skala

kabupaten katingan;

Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan
pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan non formal skala kabupaten
katingan;

Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan non formal;

Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini,
p"ttaiaitan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non
iormal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar
nasional pendidikan;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



g. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf nasional dan
intlrnasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar
nasional dan internasional;

10. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan
local dalam penjamina:: mutu;

1 1. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan
pendidikan skala Kabupaten Katingan.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas Mempunyai Tugas Memimpin, membina,
mengkoordinasikan merencanakan serta menetapkan prograln kerja,
tata -kerja melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan

evaluasi, dan mengembangkan semua kegiatan pendidikan serta
bertanggUng jawab atas terlaksananya tugas pokok Dinas
Pendidikan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :

Kapala Dinas Pendidikan

a. Perumusan kebijaksana€ul teknis di bidang pendidikan sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
dibidang pendidikan;

c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan;

d. Pengembangall, sosialisasi dan evaluasi standar nasional
pendidikan;

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kecamatan'

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal I

Sekretaris Dinas Pendidikan dipimpin oleh seor€rng sekretaris yang

mempunyai tugas Membantrr Kepala Dinas dalam hal perencanaan,
pelaksanlan, pelayanan administrative dibidang perlengkapan,
penJruSun program, keuangan, kepegewaian, ketatausahaan,
proiokol, humas, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis
jabatan,' dokumentasi peraturan perundang-undangan dan

menkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara

terpadu serta pen)rusunan laporan terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan dinas.



c.

d.

e.

f.

ob'

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi pen]rusun rencana program dan

kegiatan;

b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan aset;

Pelaksanaan urusan pen5rusunan program;

Pelaksanaan administrasi keuangan;

Pelaksanaan administrasi kepegawaian ;

Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;

Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dokumentasi
perundang-undangan serta analisis jabatan;

Pelaksanaafl urusan protokol, humas dan rumah tangga;

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Sekretariat, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Kepala Sub Bagian Keuangan;

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

Paragraf 1

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal I 1

(1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian_ di pimpin oleh kepala sub

bagian y*trs mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal
me}gkotrdinasikan urusan surat men1rurat, kearsipan, rumah
tang[a, humas dan protokol, menyusun rencana kebutuhan
Uarii* dan pelaksanaan pengadaan, PenYimpanan,
pendiJtribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi,
penghapusan barang perlengkapan kantor dan pencatatan asset,

Serta menJrusun rencana kebufuhan kepegawaian, mutasi
pegawai, oiganisasi dan tatalaksana, dokumentasi peratura-n

peirndang-,ittd"ttgu"r, pengelolaan . lngka kredit jabatan

iungsiot af serta monitoring, evaluasi dan peiaporan terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebagai

berikut :

PenSrusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang;

Pelaksanaa-n urusan surat menyurat dan kearsipan;

h.

i.
j.

a.

b.



Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol dan
pelayanan informasi;

Penlrusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan
barans I jasa Dinas Pendidikan;

Pelaksanaan penyedia kebutuhan barang/jasa kantor Dinas
Pendidikan;

Pelaksanaan kegiatan, penyimpallan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan, inventarisasi, dan penghapusan
barang perlengkapan kantor Dinas Pendidikan;

g. Invetaris dan pencatatan serta menyusun laporan aset Dinas
Pendidikan;

Menyiapkan data-base kepegawaian;

Pengkoordinasian peningkatan disiplin aparatur;

Pen5nrsunan rencana kebutuhan, penempatan, mutasi
pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

penyrapan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas
sumberdaya aParatur;

Penyelesaian kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun dan
pen1rusunan daftar urut kepangkatan (DUK);

Pengelolaan Penyedia fasilitas pindah/ purna tugas;

pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan kepegawaian ;

Pengkoordinasian pengelolaan Penetapan Angka Kredit sesuai
Peraturan yang berlaku;

Pelaksanaan tugas organisasi dan tatalaksana, analis jabatan
serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;

Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan sub bagian.

Pa-r:agaf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 12

{1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorangan kepala sub bagian
yang mempunyai tugas Membantu sekretaris dalam hal
men)rusun rencana, mengelola dan melaporkan pelaksanaan
*ngg*r"r, dan capaian kineda dinas, pembinaan dan bimbingan
terhadap bendahararvan dan penatausahaan keuangan
monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:
a. Pen5nrsunan rencana program dan kegiatan sub bagtan;

b. Penyiapan data rencana anggaran belanja tidak langsung
Dinas Pendidikan;

c.

d.

e.

f.

k.

h.

i.

j.

m.

n.

o.

p.

q.
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c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,
pertanggung jawaban dan pembukuan keuangan;

d. Pembinaan, bimbingan dan pengendalian terhadap
Bendaharawan;

e. Pen5rusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi
kinerja Dinas;

f. PenSrusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan,
semesteran dan akhir tahun;

g. Penyusunan pelaporan prognosis anggaran;

h. Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan sub bagian;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM

DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Sub Bagian Pen5rusun Program dan Pelaporan dipimpin oleh
kepala sub bagian yang mempunyai tugas Membantu sekretaris
dalam hal mengkoordinasikan, men1rusun rencana
programlkegiatan, anggaran, sinkronisasi kebijakan operasional
bidang pendidikan dan menyiapkan bahan-bahan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan sub bagian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

a. Pen5rusunan rencana program dan kegiatan sub bagian;

b. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
dinas;

c. Melaksanakan singkronisasi pen5rusunan rencana anggaran
dinas;

d. Melaksanakan kompilasi perencanaan strategis pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis
pendidikan nasional dan provinsi;

e. Menghimpun dan menJrusun laporan pelaksanaan rencana
program dan kegiatan dinas;

f. Pemberian pelayanan teknis di bidang perencanaan;

g. Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan sub bagian;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Bagian Ketiga

BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 14

Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan dipimpin oieh

*"or*rig tefata bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas 
- dalam hal mittyusun, mengkoordinasikan, membina,

mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi . pencapaian - standar
nasilnal p"iaidit ,,, pelaksat aan qiian nasional, kualifikasi dan

sertilikasi tenaga pettaia* dan kependidikan, akreditasi
bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan dana pendidikan,
pemberian 

-dukungan sumber daya terhadap penyelenggara
p"rgUt r*t tinggi dan pend.ataan bidang pendidikan, monitoring,
.riuasi dan petaporan ierhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Bidang.

Pasal 15

Kepala Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan
menyelengigarakan fungsi :

a. Penyusunan rellcana program dan kegiatan Bidang;

b. Pengkoordinasian, pengembangan dan evaluasi pencapaian
standar nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikarl menengah dan pendidikan non formal;

c. Pengkoordinasian pengawasan terhadap pemenuhall standar
nasional sarana dan prasarana pendidikan;

d. Pembiayaan, penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai
kewenagannya;

e. Pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu
satuan pendidikan;

f. Pengkoordinasian, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan
bertaraf nasional dan internasional dalam penjaminan mutu
untuk memenuhi standar nasional dan internasional;

g. Pengkoord,inasian pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar,
p"ndidikat menengah, dan pendidikan non formal;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan kualifikasi dan sertifikasi
p"naidit dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;

i. pengkoordinasian pelaksanaan akrediatsi satuan pendidikan dan
pengkajian bantuan dana pendidikan;

j. Pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap
penyelenggara Perguruan tinggi;

k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, peremqiaan, penyajian
dan penyebarluasan data pendidikan;
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m.

Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan sub bagian;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Kepala Bidang Pengembangarl Standar Nasionai Pendidikan,
membawahkan :

1. Kepala Seksi Pengembangan Data;

2. Kepala Seksi Pengembangan Standar Mutu;

3. Kepala Seksi Pengembangan Standar Akses.

Paragraf 1

SEKSI PENGEMBANGAN DATA

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Data dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang dalam hal
merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, men)rusun
dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan peremajaan,
penganalisisan, penyajian dan penyebarluasan data pendidikan
sesuai kebutuhan dan kepentingan, monitoring evaluasi dan
pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi;

b. Penyusunan dan penyebarluasan instrumen pengumpulan dan
pengolahan data pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikcln non formal dan informal;

c. Penyiapan d.ata peremajaan analisis dan pengkajian data
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan
nonformal dan informal serta pendidikan usia dini sebagai
bahan perencanaan pengembangan pendidikan secara terpadu
dengan bidang teknis;

d. Pengaturan pengelolaan dan pengembangan system informasi
manajemen pelayanan data yang cepat tepat dan akurat;

e. Penyiapan pemberian layanan data dibidang pendidikan;

f. Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan sub bagian;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Paragraf 2
SEKSI PENGEMBANGAN STANDAR MUTU

Pasal 17

(1) Seksi Pengembangan Standar Mutu dipimpin oleh seorang kepala

seksi yant mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang dalam hal
merencanakan, 

-mengkooidinasikan, membina, mengembangkan

dan mengevaluasi pincapaian standar isi, proles, kompetensi
lulusan, - pendidikan dan tenaga kependidikan, peni]aian
pendidifirr, u.rp.rvisi, dan fasilitas, akreditasi satuan pendidikan
tertaraf nasional dan internasional, pelaksanaan ujian nasional,
kualifikasi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan serta
monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan seksi'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:
a. PenSrusunan rencana program dan kegiatan Seksi;

b. Pengkoordinasian pengembangan dan evaluasi pencapaian
staridar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga
kependidikan serta penilaian pendidikan pada semua jenis dan
jenjang pendidikan;

c. Pengkoordinasian pengembangan dan evaluasi pencapaian

standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik da1 tgnaga

kependidika; serta penilaian pendidikan pada semua jenis dan
jenjang pendidikan;

d. pengkoord.inasian supervisi dan fasilitas satuan pendidikan
beriaraf nasional dan internasional dalam penjaminan mutu
untuk memenuhi standar nasional dan internasional;

e. Pengkoordinasian, pembinaan, peng€mbangan dan evaluasi
pelJksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan
m"nengah dan pendidikan nonformal;

f. Pengkoordinasian pembinaan, pengembangan dan evaluasi
pelaksanaan kualifikasi dan sertifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan;

g. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan dan evaluasi
pelaksana akreditasi;

h. Monit<lring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan sub bagian;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
SEKSI PENGEMBANGAN STANDAR AKSES

Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan standar Akses dipimpin oleh seorang kepala

seksi yang *"*prlnyri tugas Membantu Kepala Bidang dalam hal
**r"rr"*rr*kan, 

-mengftoordinasikan, membina, mengembangkan

dan mengevaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana,
pengelolaan dan 

-pembiayaan pendidikan, bantuan biaya

Lpeiaslottal sekolah, beasiswa, dana pendidikan dan dukungan
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sumberdaya terhadap perguruan tinggr serta monitoring, evaluasi
dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

a. Penyusun rencana program dan kegaiatan Seksi;

b. Pengkoordinasian, Pengembangan dan evaluasi pencapaian
standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan
pada semua jenis dan jenjang pendidikan;

c. pembiayaan penjamin mutu satuan pendidikan;

d. Pengkoordinasian dan pelaksarlaan pemberian beasiswa dan
dana pendidikan yang sejenis kepada lembaga satuan
pendidikan;

e. Pelaksanaan pemberian dukungan sumberdaya terhadap
penyelenggara perguruan tinggi;

f. Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan sub bagian;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
BIDANG NON FORMAL DAN INFORMAL

Pasal 19

Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas
dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
melaksanakan, mengawasi mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pendataan, pembinaan dan pengembangan pendidikan, pengadaan
sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan
nonformal, informal, dan gender, monitoring, evaluasi serta
pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas kepaia bidang pendidikan non formal
dan in formal, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;

b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan
anak usia dini;

c. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan
pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan, satuan, jenjang, dan jenis
pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;

15



olr'

h.

e. Penyedia data pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal

dan informal;

f. Pemberian rekomendasi din pendirian dan pencabutan satuan

pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan
kesetaraan, pendidikan masyarakat dan gender;

Pengkoordinasian pengadaan, pendistribusian, pengawasan dan

penf,endalian terhadap sarana dan prasarana pendidikan non

formal dan informal;

Pengkoordinasian pelaksanaan ujian nasional pendidikan non
formal;

Pemberian bimbingan dan layanan teknis bidang pendidikan non

formal, informal dan pendidikan anak usia dini;

Pengkoordinasian advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan
g"rd". disemua jenis dan jenjang pendidikan;

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
prograrn dan kegiatan Bidang;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

Kepala Bidang Pendidikan
membawahkan :

1. Kepaia Seksi Pendidikan Penyetaraan;

2. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender;

3. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

Paragraf 1

SEKSI PENDIDIKAN PENYETARAAN

Pa*al22

(1) Seksi pendidikan penyetaraan dipimpin oleh seorang kepala seksi

yang mempunyai- tugas Membantu Kepala Bidang dalam hal
*.rirr"*rr*t rrr, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pendataan, pembinaan dan pengembangan pendidikan,
pengadaar, *"i*r* dan prasarana pendidikan kesetaraan sesuai

k"*"rr.rrgannya, serta melaporkan dan mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (u sebagai

berikut:
a. Pen5rusun rencana program dan kegiatan Seksi;

b. Penyiapan dan analisis data pendidikan penyetaraan dan
keaksaraan;

j.

l.

Non Formal dan InFormal,
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pelaksanaan pendataan pendidikan penyetaraan dan

keaksaraan;

Penyelenggffi&, pengawasan dan pengendalian pengelolaan

**t i*, :""j"ng dan jenis pendidikan penyetaraan dan

keaksaraan datam pencapaian standar nasional pendidikan

pengkoordinasian dan pembantuan pelaksanaan ujian
nasional pendidikan penyetaraan dan keaksaraanl

Pengkoordinasian Pengadaan dan pendistribusian sarana dan
prr*"r*a di bidang pendidikan penyetaraan dan keaksaraan;

Pemberian rekomendasi ijin pendirian dan pencabutan satuan
pendidikan penyetaraan;

Pemberian bimbingan dan layanan teknis di bidang pendidikan
penyetaraan dan keaksaraan;

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN GENDER

Pasal 23

(1) Seksi pendidikan masyarakat dan gender dipimpin oleh seorang, 'kepala seksi yang mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang

dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan [indataan, pembinaan dan pengembangan pendidikan,
peigadaa-n sarana dan prasarana pendidikan masyarakat
**rib*ti bimbingan dan layanan teknis pendidikan masyarakat
sesuai kewenangannya, serta melaporkan dan mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( U sebagai

berikut:
a. PenSrusun rencalla program dan kegaiatan Seksi;

b. Penyiapan dan analisis data pendidikan masyarakat dan
gender;

c. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengedalian pengelolaan
satrlan, 3"rr.i"*g dan jenis pendidikan masyarakat dan gender

dalam pencapaian standar nasional pendidikan;

d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan, satuan, jenjang, dan jenis
pendidikan pada pendidikan masyarakat;

e. Pengkoordinasian dan pembantuan pelaksanaan ujian
nasional pendidikan masyarakat dan gender;

c.

d.

e.

€'b'

h.

l.
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f. Pengkoordinasian advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan
gender disemua jenis dan jenjang pendidikan;

g. Pemberian rekomendasi ijin pendirian dan pencabutan satuan
pendidikan masyarakat dan gender;

h. Pemberian bimbingan dan layanan teknis di bidang pendidikan
masyarakat;

i. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal24

(1) Seksi pendidikan anak usia dini dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang dalam hal
merencanakan, mengkoordinasikan, ffi€nyelenggarakan,
melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pendataan, pembinaan dan pengembangan pendidikan,
pengadaan sararla dan prasarana pendidikan anak usia dini
memberi bimbingan dan layanan teknis pendidikan sesuai
kewenangannya, serta melaporkan dan mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
a. Penlrusun rencana program dan kegaiatan Seksi;

b. Pelaksanaan pendataan dan pembinaan pendidikan anak usia
dini;

c. Pelaksanaan sosialisasi, supervisi dan fasilitasi struktur
kurikulum pendidikan anak usia dini

d. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengedalian pengelolaan
satuan, jenjang dan jenis pendidikan anak usia dini dalam
pencapaian standar nasional pendidikan;

e. Pengkoordinasian Pengadaan dan pendistribusian bantuan
sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;

f. Pemberian bimbingan dan layanan teknis di bidang pendidikan
anak usia dini;

g. Pemberian rekomendasi ijin pendirian dan pencabutan satuan
pendidikan anak usia dini;

h. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Bagran Kelima
BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasa] 25

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam hal
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi,
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga
pendidik, penyedia fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan,
sosialisasi, supervisi, fasilitasi, kurikulum tingkat satuan
pendidikan, ujian sekolah, dian nasional, fasilitasi pelaksanaan
akreditasi Taman Kanak-kanak dan pendidikan dasar sesuai
kewenangannya, setta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Pasal 26

Untuk melaksankan tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;

b. Menyiapkan data pendidikan dasar dan Taman Kanak-kanak;

c. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan pengawasan,
pengendalian penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga
pendidik dan penyediaan fasilitas, saralla dan prasarana
pendidikan untuk tingkat pendidikan dasar dan taman kanak-
kanak;

d. Penyelenggaraan dan Pengelolaan satuan pendidikan,
pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar dan taman kanak-
kanak;

e. Penempatan tenaga pontensial pendidik pada satuan pendidikan
dasar dan Taman Kanak-kanak;

f. Fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan Taman
kanak-kanak;

g. Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar;

h. Pelaksanaan ujian sekolah pendidikan dasar;

i. Sosialisasi supenrisi dan fasilitasi kurikulum tingkat satuan
pendidikan dasar dan Taman Kanak-kanak;

j" Rekomendasi pemberian tjin pendirian serta pencabutan tjin
satuan pendidikan dasar dan Tamak Kanak-kanak;

k. Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan Bidang;

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :

1. Kepala Seksi Sekolah Dasar;

2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama.
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Paragraf 1

SEKSI SEKOLAH DASAR
Pasal 28

(1) Seksi sekolah dasar dipimpin oleh seorarlg kepala seksi yang
mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang dalam hal
merencanakan, mengkoordinasikan, ffiembina dan
melaksanakan, pengembangan tenaga pendidik, penyedia
fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, sosialisasi ln-rrikulum
tingkat satuan pendidikan, pemantauan dan evaluasi pendidikan
bertaraf nasional dan internasional, qiian sekolah, ujian nasional
dan fasilitasi akreditasi sekolah dasar, monitoring, evaluasi dan
pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
a. Pen)rusunan rencana program dan kegiatan Seksi;

b. Penyiapan dan analisis data pendidikan Sekolah Dasar;

c. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan Pengembangan
tenaga pendidik dan penyediaan fasilitas, sarana dan
prasara.na pendidikan, rekomendasi rjin pendirian serta
pencabutan ijin satuan pendidikan sekolah dasar;

d. Melaksanakan Pengawasan, pengendalian penyelenggaraan
pendidikan sekolah dasar;

e. Pelaksanaan sosialisasi, supervisi dan fasilitasi kurikulum
tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;

f. Penempatan tenaga pontensial pendidik pada pendidikan
sekolah dasar;

g. Fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah dasar;

h. Melaksanakan ujian akhir sekolah berstandar nasional dan
ujian sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar;

i. Pengawasan dan pengendalian penggunaan buku pelajaran
tingkat sekolah dasar;

j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
SEKSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pasal 29

(1) Seksi sekolah menengah pertama dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang dalam hal
merencanakan, mengkoordinasikan, rrrembina dan
melaksanakan, penyelenggara pendidikan, pengembangan tenaga
pendidik, penyedia fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan,
sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, pemantauan
dan evaluasi pendidikan bertaraf nasional dan internasional,
ujian sekolah, ujian nasional dan fasilitasi akreditasi sekolah,



serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan seksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi sekolah menengah
pertama menyelenggarakan fungsi :

a. Penlrusunan rencana program dan kegiatan Seksi;

b. Penyiapan dan analisis data pendidikan sekolah Menengah
Pertama;

c. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan Pengembangan
tenaga pendidik dan penyediaan fasilitas, sarana dan
prasarana pendidikan, rekomendasi ijin pendirian serta
pencabutan rjin satuan pendidikan sekolah menengah
pertama;

d. Melaksanakan Pengawasan, pengendalian penyelenggaraalr
pendidikan sekolah menengah pertama;

e. Melaksanakan ujian nasional dan ujian sekolah;

f. Pelaksanaan sosialisasi, supervisi, dan fasilitasi kurikulum
tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama;

g. Penempatan tenaga pontensial pendidik pada pendidikan
sekolah menengah Pertama;

h. Fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah menengah pertama;

i. Pengawasan dan pengendalian penggunaan buku pelajaran
tingkat sekolah menengah Pertama;

j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN LUAR BIASA

Pasal 30

Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa dipimpin oleh seorang
kepaia bidang yang mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas
dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan
pendidikan, pengembtttgrtt tenaga pendidik, penyedia fasilitas,
*"r*. dan pras arana, dana pendidikan, sosialisasi, supervisi,
fasilitasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, ujian sekolah, ujian
nasional, akreditasi dan pemberian ijin pembukaan dan pencabutan
satua pendidikan, penggalangan kemitraan dengan masyarakat,
dunia usaha dan dunia industri dan stakehorder pendidikan pada

pendidikan menengah dan luar biasa serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.
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Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang pendidikan menengah dan
luar biasa, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;

b. Pengkoordinasian atas pengelolaan dan penyelenggaraan,
pengawasan dan pengendalian pendidikan, pengembangan tenaga
pendidik dan penyedian fasilitas, sarana dan prasarana
pendidikan untuk tingkat pendidikan menengah dan luar biasa;

c. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengedalian pengelolaan
satuan pendidikan dan program studi, pemantauan dan evaluasi,
serta biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf nasional dan
internasional pada jenjang pendidikan menengah dan luar biasa;

d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan supervisi
pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan menengah dan luar biasa;

e. Pengawasan dan pengendalian pendayagunaan fasilitas, sarana
dan prasarana dan dana pendidikan untuk pendidikan menengah
dan luar biasa;

f. Pengawasan dan pengendalian pengggnaan buku pelajaran
pendidikan menengah dan luar biasa;

g. Pembinaan dan pengembangan pendidik untuk pendidikan
menengah dan luar biasa

h. Penempatan potensial tenaga pendidik untuk pendidikan
menengah dan sekolah luar biasa;

i. Fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan qfian nasional pendidikan
menengah dan luar biasa;

j. Melaksanakan ujian sekolah pendidikan menengah dan luar
biasa;

k. Pemberian rekomendasi ijin pembukaan dan pencabutan satuan
pendidikan menengah dan luar sekolah;

l. Penyiapan dan analisis data pendidikan menengah dan luar
biasa;

m. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan masyarakat, dunia
usaha, instansi/badan/dinas serta pihak pemangku kepentingan
pendidikar menengah dan luar biasa lainnya;

n. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 32

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa,
membawahkan:

1. Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas-Luar Biasa;

2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
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Paragraf 1

SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS-LUAR BIASA

Pasal 33

{1) Seksi sekolah menengah atas dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang mempunyai tugas Membantu Kepaia Bidang daiam hal
merenca$akan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
melaksanakan dan mengawasi penyelenggara pendidikan,
pengembangan tenaga pendidik, penyedia fasilitas, sarana dan
prasarana pendidikan. sosialisasi, supervisi, fasilitasi kurikulum
tingkat satuan pendidikan, dian sekolah, ujian nasional dan
fasilitasi akreditasi pada sekolah menengah atas-luar biasa
monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan seksi.

(2) Untuk meiaksanakan tugas kepala seksi menengah atas-luar
biasa, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusuna.n rencana program dan kegiatan Seksi;

b. Pengkoordinasian, Pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan
tenaga pendidik dan penyedia fasilitas sarana dan prasarana
pendidikan untuk sekolah menengah atas-luar biasa;

c. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengedalian pengelolaan
satuan pendidikan dan program studi, pemantauan dan
evaluasi, serta biaya penyelenggara€Ln pendidikan bertaraf
nasional dan internasional pada sekolah menengah atas*luar
biasa;

d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, supervisi
pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
sekolah menengah atas-luar biasa;

e. Pengawasan dan pengendalian pendayagunaan fasilitas,
saraRa dan prasarana dan dana pendidikan untuk sekolah
menengah atas-luar biasa;

f. Pengawasan dan pengendalian penggunaan buku pelajaran
sekolah pendidikan menengah atas-luar biasa;

g. Pembinaan dan pengembangan pendidik unftrk satuan
pendidikan sekolah menengah atas-luar biasa;

h. Penempatan potensial tenaga pendidik untuk sekolah
menengah atas-luar biasa;

i. Fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan ujian nasional sekolah
menengah atas-luar biasa;

j. Pelaksanaan ujian sekolah menengah atas-luar biasa;

k. Pemberian rekomendasi ,jin pembukaan dan pencabutan
sekolah menengah atas-luar biasa;

l. Penyiapan dan analisis data sekolah menengah atas;
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m. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan masyarakat, dunia
usaha, instansi/badan/dinas serta pihak pemangku
kepentingan sekolah menengah atas-luar biasa;

n. Pelaksarlaart Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
SEKSI SEKOLAH MENENGAH KF^IURUAN

Pasal 34

(1) Seksi sekolah menengah kejuruan dipimpin oleh seorang kepala
Seksi yang mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang dalam
hal merencanakatt, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggara
pendidikan, pengembangan tenaga pendidik, penyedia fasilitas,
sarana dan prasarana pendidikan, ujian sekolah, qiian nasional
dan akreditasi pada sekolah menengah kejuruan, melaporankan
dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi sekolah menengah
kejuruan, menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana prograrn dan kegiatan Seksi;

b. Pengkoordinasian, Pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan
tenaga pendidik dan penyedia fasilitas sarana dan prasarana
pendidikan untuk sekolah menengah kejuruan;

c. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengedalian pengelolaan
satuan pendidikan dan program studi, pemantauan dan
evaluasi, serta biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf
nasional dan internasional pada sekolah menengah kejuruan;

d. Pelaksanaan koordinasi, flasilitasi, pengawasan, supervisi
pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
sekolah menengah kejuruan;

e. Pengawasan dan pengendalian pendayagunaan fasilitas,
sar.Lna, prasarana dan dana pendidikan untuk sekolah
menengah kejuruan;

f. Pengawasan dan pengendalian penggunaan buku pelajaran
sekolah menengah kejuruan;

g. Pembinaan dan pengembangan pendidik untuk sekolah
menengah kejuruan;

h. Penempatan potensial tenaga pendidik untuk sekolah
menengah kejuruan;

i. Fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan ujian nasional sekolah
menengah kejuruan;

j. Pelaksanaan qiian sekolah menengah kejuruan;
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k. Pemberian rekomendasi rjin pembukaan dan pencabutan
sekolah menengah kejuruan;

1. penyiapan dan analisis data sekolah menengah kejuruan;

m. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan masyarakat, dunia
usaha, instansi/badan/dinas serta pihak pemangku
kepentingan sekolah menengah kejuruan;

n. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kehrjuh
BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam hal
mert5ruSun, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
m"n-g"lol^, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan
dan mendokumentasikan sarana dan prasarana' terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Sarana dan Prasararla Pendidikan, menyelenggarakan
fungsi :

a. Pen5rusunan rencana program dan kegiatan bidang;

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, peremajaan, penyajian
data dan rencana anggaran biaya sarana dan prasarana pada
SKPD Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan, UPTD sanggar
Kegiatan Belajar, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Kesataraan dan Keaksaraan, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah dan $ekolah Luar Biasa;

c. Pengkoordinasian atas pengelolaan, pengawasan dan
pengendalian pencapaian dan pengembangan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) sarana dan prasarana kelembagaan;

d. Pelaporan dan penyusullcln bahan Rencana Strategis (RENSTRA),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ, dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

e. Pendokumentasian program dan kegiatan, peraturan perundang*
undangan, petunjuk teknis dan surat-surat berharga lainnya
yang terkait dengan bidang tugas;

f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap program dan
kegiatan Bidang;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Pasal 37

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:

1. Kepala seksi sarana dan PrasaranaPendidikan Anak Usia Dini;

2. Kepala Seksi sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah L-B'

Paragraf 1

SEKSI SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 38

(1) Seksi sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin
oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang s*ranu. dan Prasarana dalam hal men]rusun,

merencanakan] mehksanakan, mengkoordinasikan, mengelola,

mengarxrasi mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan

mendokumentasikan sarana dan prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan' Pendidikan
Masyarakat dan Gender, terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan Seksi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (u sebagai

berikut:
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, peremajaan,

penyqjian data **rana dan prasarana pada Pendidikan Anak
t"lsia Dini, Penididikan Kesetaraan dan Keaksaraan,
Pendidikan MasYarakat dan Gender;

c. Pengkoordinasian informasi data capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) sarana dan prasarana kelembagaan;

d. Pengkoordinasian rencana pengembangan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sarara dan prasarana kelembagaan;

e. Pelaksanaan pen)rusunan rencana anggaran biaya sarana dan
prasarana paa* Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan
Kesetaraan dan Keaksaraan, Pendidikan Masyarakat dan
Gender;

f. Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan penyediaan

fasilitas sarana dan Prasarana;

g. Penyrapan bahan Laporan Rencana strategis (RENSTRA),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan
Keaksaraan, Pendidikan Masyarakat dan Gender;
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Pendokumentasian program dan kegiatan, peraturan
perundang-undangan, P!tr1n:-uk teknis dan surat surat
terharga l,ainnya yang terkait dengan bidang tugas;

pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan

kegiatan seksi;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

SEKSISARANADANPRASARANAPENDIDIKANDASAR

Pasal 39

(1) Seksi sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang SLrana dan Prasarana dalam hal men1rusun,

*"r"rri*rrakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengelola,

mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan

mendokumentasikan sara$a dan prasarana Pendidikan sekolah

Dasar, UPTD Pendidikan Kecamatart dan UPfD Sanggar Kegiatan

Belajar, terhadap pelaksanaan progfam dan kegiatan seksi;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, peremajaan'
penyajian data sarana dan prasaralra pada Pendidikan
bet tUf, Dasar, UPTD Pendidikan Kecamatan dan UPTD

Sanggar Kegiatan Belaj ar;

c. pengkoordinasian informasi data capaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sarana dan prasarana kelembagaan;

d. Pengkoordinasian rencana pengembangan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasaralTa kelembagaan;

e. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran biaya sarana dan
prasaran* p.d* Pendidikan sekolah Dasar, UPTD Pendidikan
Kecamatardan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;

f. Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan penyediaan

fasilitas sarana dan Prasarana;

g. Penyiapan bahan laporan Rencana strategis {RENSTRA},
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada

Pendidikan Sekolah basar, UPTD Pendidikan Kecamatan dan

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;

h. Pendokumentasian program dan kegiatan, peraturan
perundang-undangan, petunjuk teknis dan surat surat
berharga lainnya yang terkait dengan bidang tugas;

i. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap program dan

kegiatan Bidang;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

h.

j.
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(u

Paragraf 3
SEKSI SARANA DAN PRASARANA

PENDIDIKAN MENENGAH DAN LUAR BIASA

Pasal 4O

seksi sarana dan Fras ararLa Pendidikan Menengah dan sekolah

i"r, Biasa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

flrgas membantu fepata Bidang S*r*r* dan Prasarana dalam hal

men]rusun, *"r"r,"roakan, melaksanakan, mengkoordinasikan'

*"t "g"1o1*,' mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi'

melalorkan dan mendokumentasikan sarana dan prasarana
pendidikan Menengah, sekolah Luar Biasa dan SKPD Dinas
pendidikan, terhadip pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U sebagai

berikut:

a.. PenJrusunan rencana program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksallaan pengumpulan, pengolahan, perery3'j3an'- 
penyajian dat,- 

'safuna- dan prasarana pada n91dtlikan
Pendidikan Menengah, sekolah Luar Biasa dan sKPD Dinas

Pendidikan;

c. Pengkoordinasian informasi data capaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sarana dan prasarana kelembagaan;

d. Pengkoord.inasian rencala pengembang3n 
- 
Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sarana dan prasmarla kelembagaan;

e. Pelaksanaan penJrusunall rencana anggaran biaya sarana dan
prasaranr p*dr Pendidikan Menengah, sekolah Luar Biasa

dan SKPD Dinas Pendidikan;

f. Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan penyediaan

fasilitas sarana dan Prasarana;

g. Penyiapan bahan laporan Rencana strategis (RENSTRA),

Lapbran penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada

Pendidikan Menengah, Sekolah Luar Biasa dan SKPD Dinas
Pendidikan;

h. Pendokumentasian program dan kegiatan, peraturan
perundang-undangan, petunjuk telqis dan surat surat
terharga lainnya yang terkait dengan bidang tugas;

i. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap program dan

kegiatan Bidang;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.
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a_.

b.

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah-tenaga {alam. 
jenjang

i.b#; fr.rrrgriorJ V"rrS terbagi daiam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannYa;

Kelompokjabatanfungsionaldipimprlrole.hseorElrrgtenaga
fungsion*f y*g 

- 

"enior 
?itunjuk ot"tt Bupati atas usul Kepala

Dinas melalui dekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas;

c. Jumlah jabatan dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja;

d. Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku'

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 42

unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD) Pendidikan dipimpin oleh

*"orrrrg Kepala UPTD yang mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam hal melaksrrr*["tt sebagian kegiatan teknis operasional

penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan teknis penunjang lainnya

di kecamatan.

Unit pelaksana teknis
menyelenggarakan fungsi :

Pasal 43

dinas pendidikan di

a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis

operasional di bidang pendidikan di kecamatan;

b. Melaksanakan administrasi, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, sararla dan prasaran pendidikan baik formal
maupun non formall

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam

penyelenggaraan pendidikan di kecamatan;

d. Menyediakan data dan informasi pendidikan semua jenis dan
jenjang Pendidikan;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di kecamatan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 44

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepal1 Dinas, sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala seksi serta pemegang jabatan

fungsilonal wajib meierapkan prinsip koordinasi, integrasi,
simlgmsi dan sinkronisasi secari vertikal serta horizontal baik

dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan

tugas pokok maisng-masing.

kecamatan
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(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib _mengikuti, memenuhi
p"t r.riui-pitunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya
*"uing-*asing- serta menyampaikan laporan tepat pada

waktunya.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,-_maka Peraturan Bupati

Katingan Nomor bO t"frrrn 2o09 fentang T\rgas Pokok dan Fungsi

Dinal Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten

x*ti"g"" Tahun 2009 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

peraturang Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

plrrgr"a*rrgr, Peratriran Bupati ini dengan penempatannya dalam

berita Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, ls' ?- - zorb

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan

SEKR S DAqRAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2AL6 NOMOR zatB
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